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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Adapun simpulan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional

bendungan bener pada Proses sosialisasi dan penetapan lokasi atas tanah

garapan masyarakat tidak dijalankan dengan benar karena warga merasa

tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perijinan baik AMDAL maupun

penetapan lokasi untuk quarry sehingga memicu perlawanan masyarakat

petani yang tanahnya akan terpakai, serta Pro-kontra masyarakat yangsetuju

dan menolak pembangunan waduk tidak dijembatani dengan baik oleh

pemerintah daerah sehingga menimbulkan konflik terbuka. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan

Umum ini juga mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus

melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka. Dengan peraturanbaru

ini, pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah warga secara sewenang-

wenang, namun sebaliknya warga juga tidak bisa memikirkan kepentingan

sendiri. Jika tanah warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum,

warga wajib menyerahkannya. Tentu saja dalam prosesnya pemerintah tidak

boleh sewenang-wenang.

2. Aspek perlindungan hukum terkait segala sesuatu yang memiliki

keterkaitan atau berhubungan dengan kepentingan umum harus

mendapatkan perlindungan dan jaminan secara hukum. Di sisi lainnya

negara adalah sebuah organisasi tertinggi yang memiliki kuasa dan

kewenangan dalam suatu negara tentunya memiliki kewajiban atas

terjaminnya keamanan dan perlindungan bagi warga negara atau

penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari

negara dan warga negaranya, dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terkait perubahan Undang-Undang

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Setiap

orang yang menghalangi/ mengganggu usaha pertambangan dari
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pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat,

maka dapat dijatuhi dipidana, karena tidak adanya izin tersebut maka jika

pertambangan tersebut dihalangi oleh warga desa Wadas maka Penambang

tidak memiliki perlindungan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, namun bentuk Tindakan represif

terhadap warga di Desa Wadas menjadi bukti perlindungan hukum yang

kuat terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat belum terwujud dengan baik karena Penolakan

masyarakat tanpa represifitas juga dijamin oleh sejumlah aturan lain. Pasal

65 Undang Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998 dan

Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga menjamin kebebasan berpendapat

tanpa pembatasan yang sewenang-wenang.

5.2. Saran
1. Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

bagi Kepentingan Umum dalam hal mengakomodasi kepentingan

pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka

ada baiknya pemerintah perlu lebih banyak melibatkan partisipasi

masyarakat dalam mengurus perizinan dan dokumen pertambangan di Desa

Wadas karena prinsip penting pembangunan nasional yang sering diabaikan

oleh pemerintah adalah partisipasi. Di mana rakyat mestinya diberi ruang

partisipasi dan didengar pendapatnya.

2. Pemerintah seharusnya menjadi regulator dengan tidak menjadi operator

pertambangan, karena akan menimbulkan konflik kepentingan dan

hilangnya mekanisme check and balances yang sangat dibutuhkan dalam

hal memastikan pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah

pertambangan yang baik dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari

regulator, serta penulis merekomendasikan agar terhindar dari konflik

perebutan ruang, sebagaimana yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa

Tengah diperlukan sosialisasi lebih lagi kepada Warga Wadas yang akan

terkena dampak dari quary. sosialisasi harus dilakukan serta sampai
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ke level paham. Maksudnya kata paham harus dimaknai bahwa pihak yang

diberi informasi tersebut harus sungguh sampai pada tingkat pemahaman

mengenai dampak dari Proyek Bendungan yaitu keseluruhan dampak

penting yang sudah ditentukan sebelum beroperasi maupun setelah

beroperasi rencana kegiatan, adanya kemampuan dari pemrakarsa untuk

menanggulangi mengenai dampak penting tadi, rencana kegiatan tidak

mengganggu nilai-nilai masyarakat sosial terutama masyarakat yang

terkena dampak, rencana kegiatan tidak mengganggu efektivitas ekologis,

rencana kegiatan tidak mengganggu kegiatan sejenis yang ada di sekitar,

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
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